BABIH

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis serta pembahasan yang telah
penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, kesimpulan terhadap permasalahan adalah
sebagai berikut :
1. Hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio.
Hak anak untuk mendapatkan informasi yang benar dijamin oleh Undang-
Undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada Pasal 28F intinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan
informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (3)
bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan
kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10, setiap anak
berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 56 ayat (1) Huruf ¢, mengatur Pemerintah wajib mengupayakan dan
membantu anak agar bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai
dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Terlepas dari format sebuah

radio siaran, dalam setiap acaranya wajib memberikan perlindungan
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terhadap anak, yang penulis maksud dengan anak disini adalah dibawah
umur 18 tahun atau belum menikah. Artinya, anak dan remaja adalah usia
rentan yang harus diberikan perhatian maksimal terkait dengan kekerasan
oral atau kekerasan kata-kata yang kerap di blow up oleh beberapa media
termasuk radio. Baik berupa tutur kata, materi atau lirik lagu, maupun
materi kata dalam sebuah iklan radio. Zaman semakin berkembang, anak-
anak juga semakin kritis terhadap sesuatu hal yang mereka lihat, dengar
dan rasakan. Memberikan informasi yang benar melalui media penyiaran
seperti radio, maupun media penyampaian informasi yang lain kiranya
dapat membantu dan mengarahkan serta memberikan pendidikan bagi
anak dalam tumbuh kembangnya. Faktanya bahwa pelanggaran oleh
stasiun radio banyak terjadi. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah sesuai
dengan penelitian penulis, yakni kekerasan oral atau kekerasan kata-kata.
Baik melalui gaya bahasa dan tutur kata, materi kata dalam iklan, maupun
lagu. Dan ini merupakan tindakan yang tidak melindungi kepentingan
anak dan pemenuhan akan informasi. Radio bersifat dinamis, seharusnya
para pelaku industri radio memberikan porsi bagi perlindungan anak
khususnya informasi yang mendidik, baik dan sesuai dengan usia
pendengarnya, termasuk anak.

. Sangsi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada radio yang
tidak menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam siarannya terutama

dalam pengunaan kekerasan “ kata-kata “ yang berkonotasi tidak baik.



Sesuai dengan hasil penelitian, sanksi yang diberikan KPI kurang begitu
menyentuh pelaku industri radio hanya sanksi berupa peringatan dan
teguran saja, sosialisasi yang kurang efektif, tidak adanya bukti kuat
berupa dokumentasi program setiap radio, serta sedikitnya laporan dan
pengaduan dari masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan
kurangnya quality of comtrol dari KPID DIY sendiri. Mengingat
banyaknya jumlah radio yang ada di Yogyakarta, adalah salah satu
kelemahan kontrol oleh KPID DIY. Sampai saat ini KPID DIY belum
memiliki alat pcmantau, perckam yang dapat mengawasi isi siaran scbuah
stasiun radio, hanya mengandalkan pengaduan dari masyarakat saja.
Artinya, selama ini porsi pemantaun, pengawasan, penyebarluasan regulasi
tentang Penyiaran sangat kurang. Dan amanat yang ada dalam Undang-
Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak,
Regulasi yang dikeluarkan KPI Tentang Perilaku Pedoman Penyiaran serta
Standar Program Siaran, tugas serta fungsi KPI sendiri belum terlaksana

dengan baik

B. Saran
Hendaknya keluarga, semua elemen masyarakat, pelaku industri Penyiaran
(media cetak dan elektronik), Komisi Penyiaran Indonesia dan KPID DIY dapat
melakukan hal-hal sebagai berikut :
I Keluargé sebagai bagian terpenting dalam proses tumbuh kembang anak selalu
waspada dalam pengawasen serta tumbuh kembang anak. Memberikan porsi
keagamaan, pendidikan, dan moral yang lebih banyak pada anak
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2. Masyarakat diharapkan dapat memyfilfer mana yang baik untuk keperluan anak-

anak, serta segera maIaporkan’ kepada pihak-pihak tekait jika ada sesuatu yang
dirasa sangat meresahkan dan menggangn mental psikis, cara pandang yang
tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh anak.

. Pelaku industri penyiaran, dalam hal ini Radio sebagai penyedia dan penyampai
informasi kepada khalayak dituntut untuk selalu memegang teguh prinsip
Kepenyiaran yang selaly melindungi kelompok rentan, menciptakan acara yang
layak dikonsumsi sesuai dengan usia, tidak berorientasi pada investasi bisnis,
sehingga mengesampingkan perlndungan terliadap liak-hak anak meningkatkan
pemahiaman tentang regulasi-regulasi yang beriubungan dengan Penyiaran,

. Untak KPI/KPID DIY meningkatkan pengawasan, sosalisasi tentang berbagai
regulasi Penyiaran secara infensif, melengkapi fasilitas yang memadai dalam
melakukan pendokumentasian, lebih gencar melakukan pemantauan di beberapa
radio tidak hanya mengandalkan pengaduan masyarakat, lebih peduli terhadap
kelompok rentan (anak, remaja, perempuan), dan memberikan sanksi yang dapat
memberikan efek jera. Karena sanksi yang selama ini hanya berupa teguran saja,
yang menurut hemat penulis kurang begitu tepat sasaran. Harus ada sanksi yang
1ebih tegas, misalaya sanksi administratif, dipublikasikan di media cetak.

mengontrol running nya sebuali stasiun radio.
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